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Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya pandangan tentang masih
banyaknya hakim-hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (disingkat KEPPH). Pelanggaran KEPPH tersebut dinilai merusak citra
dan martabat hakim sebagai penegak hukum, bahkan menghambat perwujudan
keadilan. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menguiji
seberapa jauh peran dan kedudukan KEPPH sebagai salah satu instrumen
pengawal tegaknya keadilan dalam negara. Juga mengetahui kendala atau
hambatan yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini berjudul “Fungsi dan
Kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Mewujudkan
Keadilan”, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi dan kedudukan
KEPPH dalam proses perwujudan keadilan serta kendala-kendala dalam
penerapan KEPPH.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library
research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu
pencarian data, yang dalam hal ini merupakan dokumen tertulis atau fakta pustaka
(tulisan, dan/atau pandangan para pakar dan praktisi hukum), untuk seterusnya
dianalisis kaitannya tentang peranan KEPPH dalam perwujudan keadilan bagi
masyarakat. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori ide dasar hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian
hukum (aspek yuridis), kemanfaatan hukum (aspek sosiologis), dan keadilan
hukum (aspek filosofis).

Fungsi KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan, adalah dasar bagi
hakim dalam menjaga perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, sikap mandiri,
berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin
tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional sebagai etika moral yang
memiliki nilai-nilai objektif serta memberi panduan bagi hakim dalam memutus
perkara. Sehingga keputusan yang dikeluarkannya mengandung keadilan hukum
sebagai tujuan dan fungsi hukum yang diprioritaskan. Ditemukan bahwa KEPPH
memiliki fungsi pengawasan dan fungsi pemberian sanksi, beserta dengan
kedudukannya dalam tatanan etika sekaligus tatanan peraturan perundang-
undangan (hukum). Hambatan penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan
hukum, disebabkan oleh beberapa faktor dari segi penerapan KEPPH yang
diakibatkan adanya pelanggaran oleh hakim, antara lain; a. Hambatan internal
yaitu: pendidikan hakim, moral atau perilaku individu, kesejahteraan hakim. b.
Hambatan eksternal yaitu: independensi kekuasaan kehakiman, kultur dan budaya
hukum masyarakat. Selain itu ada hambatan sebab dualisme pengawasan oleh KY
dan MA, yang diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap pengawasan perilaku
berdisiplin tinggi dan bersikap profesional sebagaimana yang termuat dalam
KEPPH, yang dikaitkan dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut
dalam pengawasan hakim.

Kata kunci : Keadilan Hukum, Kode Etik, Profesi Hakim.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika merupakan suatu kajian filsafat moral,® yang persoalannya seputar
pantas, kurang pantas, atau bahkan tidak pantas suatu perilaku, yang kemudian
menjadikannya identik dengan hukum. Antara etika dan hukum ini,
keterkaitannya selalu seputar nilai-nilai dan norma-norma (kaidah hukum) yang
dianut dalam suatu lingkungan sosial.

Sebab keterkaitan itu, menurut M. Sastrapratedja dalam kata pengantarnya,
bahwa segala upaya penegakan terhadap suatu penyimpangan di masyarakat tidak
hanya berlandasan hukum, namun juga harus memiliki landasan etika dan moral.?
Berpijak pada ajaran hukum kodrat Thomas Aquinas yang berbasis pada moral
tersebut, maka setiap upaya perwujudan keadilan yang dilakukan dalam kerangka
hukum harus menjadikan moral sebagai spirit (ruh) dalam penerapannya.
Sebaliknya, jika hukum yang kosong dari ruh moral maka hukum akan tetap
berada pada persimpangan antara rumusan keadilan dan kepentingan kekuasaan.’

Oleh karena itu bila terdapat pelanggaran hak dan/atau kewajiban di
masyarakat, indikasi paling umum yang bisa dibentuk adalah pelanggar hak

dan/atau kewajiban tersebut pemilik moral yang menyimpang. Setelah itu

! K. Bertens, Etika, cet. X| (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 7. Baca juga
Ahmad Amin, terjemahan Farid Ma’ruf, Ethika (IImu Akhlak), cet. Il (Jakarta; Bulan Bintang,
1977), him. 19.

2 E. Sumaryono, Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta; Kanisius, 2002), him 9-10.

® Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, (Jakarta; Kompas, 2009), him. 59.



memperkarakannnya ke pengadilan merupakan langkah yang akan (sering)
diambil masyarakat pencari keadilan dengan melalui perantaraan hakim dalam
suatu proses peradilan tertentu. Karena pengadilan dianggap merupakan pilar
terakhir dalam upaya perwujudan keadilan.

Selain untuk menjamin (mewujudkan) keadilan, diketahui bahwa tujuan
hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.® Kepastian hukum tersebut
sering dimaksudkan dengan penggunaan hukum dalam bentuk seperangkat aturan-
aturan atau undang-undang. Yang bila suatu undang-undang tertentu telah
terbentuk, maka telah terjamin pula kepastian hukum.” Dari sisi ini hukum sering
disamakan dengan undang-undang atau instrumen-instrumen lainnya.

Sebab terlalu memprioritaskan kepastian hukum, akibatnya tujuan hukum
lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan, sering dicederai dan diacuhkan.
Penegakan kepastian hukum harusnya tetap menurut pada prioritas tujuan hukum,
yang mana memprioritaskan keadilan terlebih dahulu lalu kemanfaatan dan
kemudian baru kepastian hukum.®

Dalam upaya perwujudan keadilan, masyarakat akan selalu bersinggungan
dengan tuntutan-tuntutan, karena dalam kehidupan bermasyarakat akan dijumpai
orang-orang dan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan dan keinginan

yang beragam. Di sini bekerjanya hukum dalam mewujudkan keadilan merupakan

* C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VII, (Jakarta;
Balai Pustaka, 1986), him. 40.

® Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum, (Jakarta; Kompas, 2007) him. 77.

® Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, (Ujungpandang: Universitas
Hasanuddinpress, 1990), him. 94



kerja merespon tuntutan-tuntutan yang beragam tersebut, yang menurut sistem
kerjanya, digerakkan oleh tiga (3) unsur secara umum, yaitu substansi (undang-
undang, peraturan-peraturan), struktur (pembuat hukum, pelaksana hukum,
penegak hukum), dan kultur (kebiasaan, adat istiadat, cara berpikir).” Dalam
operasi aktualnya, sistem hukum ini merupakan suatu organisme kompleks di
mana ketiga unsur tersebut berinteraksi.® Hal ini juga berkenaan dengan moralitas,
yang menurut Shidarta, merupakan suatu kompleksitas dalam kehidupan
manusia.’

Dari ketiga sistem hukum tersebut, struktur hukum memiliki peranan yang
sentral. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi bagian dari struktur hukum
tersebut seperti hakim, bertanggung jawab juga terhadap tegaknya keluhuran nilai
kemanusiaan yang merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.

Sistem hukum yang berkembang tersebut nampaknya sejalan dengan
ungkapan bahwa ‘hakim merupakan personifikasi dari hukum itu sendiri (la
baouche de la loi)’.° Hal ini dapat diartikan dengan maksud bahwa segala yang
dilakukan oleh hakim, baik itu di dalam maupun di luar persidangan, merupakan
hasil refleksinya terhadap hukum. Bukan sekedar putusan yang ditetapkan, namun
juga memandang perilakunya sebagai keutuhan dari hukum itu sendiri.

Bagaimana hakim menjadi (being) hukum, sebelum menerapkan hukum.

" Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial, alih bahasa M.
Khozim, cet. VIII, (Jakarta; Nusamedia, 2017), him. 15-17.

® Ibid, him. 17.
% Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, (Bandung; Refika Aditama, 2009) him. 79.

19 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta; Kencana, 2016), him. 167.



Namun bagaimanapun profesi hakim ini tetap rawan terhadap upaya
intervensi yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.
Sebagai pelaksana utama fungsi peradilan, terbukti beberapa oknum hakim pernah
terlibat pada kasus yang melemahkan independensi kekuasaan kehakiman.
Keterlibatan hakim dengan kasus-kasus ini (judicial corruption) menjadi salah
satu alasan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Untuk mengontrol sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap
keberlanjutan praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sebuah pedoman perilaku
profesi hakim dibentuk pada tahun 2009. Pedoman (kode etik) profesi ini dibentuk
berdasarkan perintah undang-undang,* yang ditetapkan dalam bentuk surat
keputusan bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi
Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009--Nomor: 02/SKB/P.KY/1\V/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya ditulis KEPPH).

Dilihat dari substansinya, KEPPH tergolong sebagai aturan moral yang
dibentuk berdasarkan nilai-nilai (moral) yang baik dan menjadi panduan
keutamaan moral bagi profesi hakim. Hal itu dalam rangka mewujudkan suatu
peradilan yang mandiri, netral (imparsial/tidak berpihak), kompeten, transparan,
dan berwibawa yang diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum,

pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.*? Baik dalam menjalankan

! pasal 81B Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

12 Alinea 1, pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua
Komisi Yudisial Rl. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -- Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



tugas profesinya di pengadilan, juga dalam melakukan hubungan kemasyarakatan
di luar kedinasan.

Diketahui terdapat sepuluh (10) prinsip-prinsip dasar KEPPH yang juga
sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku hakim yang berlaku universal,*® yaitu; (1)
berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4)
bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung
tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap
profesional.

Kesepuluh prinsip tersebut menjadi unsur yang tidak terpisahkan dengan
upaya perwujudan keadilan di Indonesia, karena memiliki pengaruh dalam
menentukan moral profesi hakim. Sehinga KEPPH, yang dilandasi dari sepuluh
prinsip moral tersebut, menjadi bagian dari kenyataan sistem hukum nasional
yang sedang dibangun bersama-sama.

Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam upaya perwujudan
keadilan dapat ditemukan semacam disorientasi yang berakibat pada jatuhnya
wibawa hukum. Salah satu penyebabnya adalah perilaku oknum hakim yang
terlibat dalam praktik-praktik mafia peradilan, seperti memperdagangkan perkara
(judicial corruption).

Sebagai contoh ialah kasus yang melibatkan oknum hakim PN (dahulu
hakim PN Buntok) yang diberhentikan dengan hormat atas keputusan MKH

(majelis kehormatan hakim) nomor 03/MKH/XI1/2016. la dihukum dengan

3 Alinea 21 (terakhir), pembukaan KEPPH. Prinsip-prinsip universal yang dimaksud
adalah The Bangalore Principles of Judicial Conduct.



dakwaan pelanggaran atas KEPPH butir 2.1.1, butir 5.2.3.(2), dan butir 7.1. **
Hakim PN diberhentikan karena terbukti pernah membantu dan menerima suap
dari pihak yang sedang berperkara.™

Taufiqurrahman Syahuri dalam tulisannya juga memberikan contoh kasus
yang kembali menjatuhkan martabat dan kehormatan profesi hakim. Dalam
tulisannya, ia mengambil kasus seorang oknum hakim DD yang pernah bertugas
di PN Kupang dan PN Yogyakarta. Dalam kasus tersebut oknum hakim terbukti
menerima fasilitas tiket pesawat dan meminta penari telanjang dari pihak
terdakwa yang perkaranya sedang ditanganinya.’® la melanggar KEPPH huruf C
butir 1.1.(1), 1.2.(2), 2.1.(1), 2.2.(1), 5.2.3.(2), 6.1, dan 7.1.)" Atas perbuatanya,
oknum hakim itu diberhentikan tidak dengan hormat dengan penetapan sidang
MKH nomor 03/MKH/X1/2011.18

Taufiqurrahman Syahuri dalam tulisannya mengatakan bahwa praktik
mafia hukum (judicial corruption) semakin mewabah hingga menggerogoti rasa

keadilan masyarakat. Hal itu kemudian memberikan dampak pada menurunnya

Y Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang hukuman disiplin periode
januari-mei 2017.

%5 [http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58b56c8b96950/terbukti-terima-suap-1-miliar-]
-mkh-pecat-hakim-ini] Diakses pada tanggal 13 oktober 2017, pukul 18:40.

™ Taufiqurrahman Syahuri, “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim terhadap
Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman”, him. 1.

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_llmiah) diakses 2 Agustus 2017.

" aporan tahun 2011 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, diakses dari laman
websitefwww.bawas.mahkamahagung.go.id|pada 8 september 2017.

¥ 1bid.


http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58b56c8b96950/terbukti-terima-suap-1-miliar--mkh-pecat-hakim-ini
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58b56c8b96950/terbukti-terima-suap-1-miliar--mkh-pecat-hakim-ini
http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiah
http://www.bawas.mahkamahagung.go.id/

penghormatan dan kepercayaan terhadap institusi hukum bahkan terhadap hukum
itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian
dalam penerapan hukum yang tujuannya untuk perwujudan keadilan. Hakim yang
seharusnya menjamin terwujudnya keadilan dengan melaksanakan aturan hukum,
dalam kenyataannya menjadi oknum penyebab terhambatnya upaya dalam
mewujudkan keadilan itu. Untuk itu, penulis merasa tertarik dan menganggap
perlu untuk mempertanyakan kembali manfaat adanya KEPPH (kode etik dan
pedoman perilaku hakim) terhadap perwujudan keadilan. Permasalahan di atas
akan penulis bahas ke dalam judul “Fungsi dan Kedudukan Kode Etik dan

Pedoman Profesi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah
yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana fungsi dan kedudukan KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan?

2. Apa saja hambatan KEPPH dalam mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di
atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan memberi hasil
terhadap perwujudan keadilan di Indonesia (khususnya bagi hakim), yang bertitik

tolak pada KEPPH. Untuk itu, penelitian yang dilakukan pada dasarnya hendak



memahami secara jelas tentang fungsi dan kedudukan KEPPH dalam
mewujudkan keadilan.

Adapula tujuan khusus yang dapat dirumuskan ialah untuk memahami
bagaimana peran dan kedudukan KEPPH, serta untuk memahami peran dan
kedudukan KEPPH dalam mewujudkan hukum dan keadilan. Untuk itu, penelitian
ini tidak hanya bermaksud untuk ikut membangun hukum nasional, namun

bermaksud juga untuk mengembangkan potensi akademik penulis.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat kegunaan secara teoritis yang adalah untuk
melengkapi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang etika profesi hakim,
umumnya tentang moral. Juga kegunaan secara praktik yang diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran terhadap upaya perwujudan keadilan yang berbasis

pada etika dan moral.

E. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis adalah terkait
dengan peran dan kedudukan KEPPH dalam mewujudkan hukum dan keadilan.
Kajian ini lebih berorientasi pada ada dan/atau tidak adanya peran dari sebuah
kode etik profesi yang dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan.

Disadari oleh penulis bahwa judul yang hendak diteliti atau dibahas ini
terkait erat dengan etika profesi hakim. Sudah terlalu banyak buku-buku yang

menulis tentang etika profesi hakim sebagai penegak hukum, antara lain buku



yang ditulis oleh Suhwaradi K. Lubis yang berjudul Etika Profesi Hukum tahun
1994, buku yang ditulis oleh E. Sumaryono dengan judul ‘Etika Profesi Hukum;
norma-norma bagi penegak’ hukum diterbitkan tahun 1995, Liliana Tedjosaputro
yang mengarang buku ‘Etika Profesi dan Profesi Hukum’ terbit tahun 2003, serta
buku berjudul ‘Moralitas Profesi Hukum; suatu tawaran kerangka berfikir’ yang
diterbitkan tahun 2006, karangan Sidharta. Kesemuanya adalah uraian umum dan
general tentang etika para penegak hukum (termasuk hakim), sama sekali tidak
menyinggung dan menganalisa peran etika profesi itu dalam mewujudkan
keadilan.

Beberapa karya yang tidak diterbitkan juga banyak yang membahas soal
etika profesi (kode etik profesi) hakim secara spesifik. Penulis dapat menyebutkan
karya Dian Yuni Mustika Ningrum pada tahun 2010 dari Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul ‘Studi Analitik terhadap
Kode Etik dan Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam’.
Dalam skipsi ini, ia membahas seputar kesesuaian paradigma hukum Islam
terhadap penerapan Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku di Indonesia. Dengan
menggunakan data primer seperti Al-qur’an dan Hadist, Kode Etik Profesi Hakim,
UU No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, serta
Keputusan Ketua MA nomor: KMA/104A/SK/XI1/2006 tentang Pedoman
Perilaku Hakim. Dian Yuni Mustika mengambil library research sebagai jenis

penelitiannya.®

' Dian Yuni Mustika Ningrum, “Studi Analitik terhadap Kode Etik dan Profesi Hakim di
Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
(2010).



10

Ada juga karya tidak diterbitkan lainnya berupa tesis yang ditulis oleh
Fazrur Rahman, Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati. Tesis yang ditulis
pada tahun 2011 ini mengangkat judul ‘Etika Profesi Hakim dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)’.
Menurut penelitiannya, konsep dasar pada Kode Etik Profesi Hakim (Etika
Profesi Hakim) secara inheren merupakan penerapan dari nilai-nilai etika Islam
yang landasannya berasal dari Al-quran, sehingga antara sistem etika Islam
dengan etika profesi hakim pada dasarnya sudah sejalan. Dalam sistem etika Islam
juga disebutkan bahwa terdapat empat nilai dasar yaitu kebenaran, keadilan,
kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.?®

Dari judul skripsi dan tesis yang penulis utarakan di atas memiliki obyek
penelitian yang sama dengan judul yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis,
yaitu menjadikan kode etik profesi hakim sebagai obyek penelititan. Meskipun
sama-sama mengkaji soal moralitas dan mentalitas hakim, tapi kesemua dari judul
skripsi dan tesis di atas tidak secara khusus membahas soal keterkaitannya dalam
rangka mewujudkan keadilan.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, membuat penulis tertarik untuk
mengkaji atau membahas judul ini, sehingga dapat menemukan peran dan
kedudukan kode etik profesi hakim tersebut dalam mewujudkan hukum dan

keadilan.

% Fazrur Rahman, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis
terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia),” tesis magister Institut Agama Islam Negeri Syekh
Nurjati Cirebon (2011).
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F. Kerangka Teori

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Ahmad Ali, mengemukakan
bahwa ada tiga (3) ide dasar hukum.?! Ide-ide dasar hukum ini yang kemudian
disebut juga sebagai tujuan hukum dalam arti luas, yang berlandaskan nilai
keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Dalam penerapannya, nilai-nilai
dasar hukum ini oleh Radbruch perlu untuk menggunakan asas prioritas, yang
mana mendahulukan nilai keadilan, lalu nilai kemanfaatan, dan terakhir baru nilai
kepastian.

Dari situ diketahui bahwa ide dasar hukum ini memiliki beberapa dimensi
penerapan. Nilai keadilan di sini berada pada dimensi abstrak (filosofis), karena
gagasannya yang sangat luhur. Nilai kemanfaatan berada pada dimensi sosiologis
karena menghendaki bentuk hukum yang memperhatikan kondisi kultur sosial
masyarakat. Nilai kepastian berada pada dimensi praktis operasional, yang
berfungsi mengakomodasi jalannya nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.

Untuk mengukur sejauh apa upaya dalam perwujudan keadilan, Lawrence
M. Friedman beranggapan bahwa ada tiga (3) unsur penopang yang penting untuk
diperhatikan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.?

Sejalan dengan itu, penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara
sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.?® Keinginan-keinginan hukum

21 Ahmad Ali, Menjelajahi Belantara Hukum, (Ujungpandang; Universitas Hasanuddin
Press, 1990), him. 99.

221 awrence Meir Friedman, Sistem Hukum, him. 14.

% Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), him. 24.



12

yang dimaksudkan Satjipto merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-
undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan
pikiran pembuat hukum vyang dituangkan dalam peraturan hukum, turut
menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum di sini disamakan dengan pelaksanaan hukum dan
penggunaan (aturan) hukum yang merupakan sarana terhadap perwujudan
keadilan. Dengan kata lain, pekerjaan menegakkan hukum yang dilakukan oleh
hakim di meja sidang juga merupakan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan.
Meskipun pada tataran aplikasinya, fungsi penegakan hukum lebih tertuju pada
tugas secara institusi atau kelembagaan yang dijalankan oleh tenaga fungsional
tertentu. Menurut Ridwan Syahrani, pelaksanaan hukum dalam kehidupan
masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan
hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.?*

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada proses
menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah
yang baik, yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut
menurut Soerjono Soekanto,?® keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang posisinya netral, sehingga dampak negatif dan positifnya

terletak pada muatan faktor-faktor tersebut.

 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2011), him. 181.

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta;
Rajawali Press, 1983), him. 5.
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Faktor-faktor yang saling berkaitan ini merupakan esensi serta tolak ukur

dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan),

b. Faktor penegak hukum (yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum),

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan,

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektif tidaknya faktor-faktor di atas ditentukan oleh keterkaitan antar faktor,

sehingga faktor-faktor itupun berada pada sebuah sistem bekerjanya hukum secara

baik, benar, dan efektif.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
yang telah diuraikan di atas, maka bekerjanya hukum dalam suatu komunitas
(masyarakat) sangat ditentukan oleh hubungan timbal-balik dari sub-sub sistem
hukum. Menurut Friedman yang mengemukakan bahwa ada tiga unsur
(bekerjanya hukum) sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (legal structure) berkaitan dengan bentuk atau format yang
mencakup unsur-unsur kelembagaan, pembentukan, penegakan, pelayanan,
pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang,

peradilan, kepolisian, administrasi negara yang mengelola pembentukan atau

26 Lawrence Meir Friedman, Sistem Hukum, him. 15-18.
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pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Struktur dalam suatu sistem
hukum relatif tetap, perubahannya tidak secepat unsur-unsur lain.

2. Substansi hukum (legal substance) mencakup berbagai aturan formal, juga
aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat (living law), dan berbagai regulasi
yang timbul akibat penerapan hukum.

3. Budaya hukum (legal culture) berkenaan dengan sikap terhadap hukum. Sikap
tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan
menyatukan hal-hal seperti keyakinan (belief), nilai (value), cita (idea) dan
harapan-harapan (expectation).

Bagir Manan dalam salah satu tulisannya,?’ menilai bahwa secara sepintas
lalu pandangan Friedman tersebut sesungguhnya memiliki empat unsur (ada
empat sub sistem) yang disesuaikan dan ditambahkan oleh Friedman berdasarkan
perkembangan masyarakat dengan unsur dampak hukum (impact), hal tersebut
menurutnya berkenaan dengan akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan
atau penerapan hukum.

Memperhatikan kedua pandangan (pendapat) di atas, baik Friedman
maupun Soekanto sama-sama menempatkan faktor penegak hukum (legal
structure) sebagai hal yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang
berarti faktor atau bagian yang paling menentukan baik dan buruknya penegakan

hukum. Atas alasan tersebut, hakim sebagai bagian inti dari proses penegakan

27 Bagir Manan, Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Memantapkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum, dimuat dalam Mimbar Hukum
Nomor 56 XIII, (Jakarta: al-Hikmah, 2002), him. 7.
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hukum harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam setiap
proses penegakan hukum.

Untuk itu, dalam perwujudan keadilan di negara yang berdasar atas hukum
ini, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara-cara yang mencerminkan
ketaatan pada hukum dan sekaligus perwujudan dari nilai keadilan.

Bagi hakim, menjalankan dan melaksanakan undang-undang adalah
kewajiban, sedangkan Seperti yang dikemukakan oleh Kees Bertens, “ctika
merupakan nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara

individu maupun kelompok dalam ‘mengatur’ tingkah lakunya”.28

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa
metode sebagai berikut;
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library research),
yaitu penelitian dengan menggunakan cara menelaah dan mengkaji sumber
kepustakaan seperti buku, media cetak, dokumen ataupun literatur-literatur yang
relevan dengan tema pembahasan atau penelitian, lalu membuat bandingan
dengan peristiwa aktual.
2. Sifat Penelitian

Memperhatikan judul yang diteliti oleh penulis, maka sifat penelitian yang
penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Sifat penelitian

dengan cara mencari fakta dan data atau dokumen hukum yang terkait dengan

% Kees Bertens, Etika, cet. XI, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 6.
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KEPPH, yang selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran serta teori yang
telah disusun secara cermat dan terarah.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari literatur-literatur atau bahan pustaka yang memuat tentang
tema penelitian ini, atau setidaknya memiliki keterkaitan yang mendukung
pembahasan. Kemudian untuk mendukung data yang diperoleh tersebut
digunakan pula data lainnya, seperti:
a. Bahan Hukum Primer
Sumber data utama yang penulis peroleh dari buku-buku fisafat hukum
dan etika, Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan
Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.
b. Bahan Hukum Sekuder
Data yang penulis peroleh dari buku-buku dan tulisan ahli hukum, ahli
filsafat, atau ahli etika.
c. Bahan Hukum Tersier
Data penunjang atas data-data primer dan sekunder seperti buku-buku
aspek pengembangan hukum, hasil penelitian lain yang dapat
dikorelasikan dengan penelitian ini, serta kamus dan ensiklopedi yang

relevan dengan pembahasan penelitian ini.
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4. Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan
penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu melakukan analisa terhadap suatu
gejala yang berdasarkan tujuan hukum (yaitu kepastian, kemanfaatan dan
keadilan), analisa dilakukan dengan cara menganalisa isi yang dikandung oleh
KEPPH tersebut agar memiliki pedoman yang bersifat manfaat untuk profesi

hakim.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi
skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan atau dapat disebut
sebagai komposisi bab kedalam beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan
sebagai berikut:

BAB [: Pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub bab; latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Diberi judul ‘Kode etik dan pedoman perilaku hakim’, yang
memuat; A. peran dan kedudukan hakim terdiri pula atas beberapa anak sub, yaitu
1. pengertian dan kedudukan hakim, 2. tugas dan peran hakim, dan 3. tanggung
jawab hakim. B. kode etik dan pedoman perilaku hakim, dengan beberapa anak
subnya vyaitu; pengertian dan teori-teori etika, rincian kode etik dan pedoman
perilaku hakim, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan pedoman

perilaku hakim.
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BAB Ill: Membahas tentang lembaga negara yang berkewenangan atas
pelaksanaan dan penegakan KEPPH, yaitu MA dan KY. Bab yang diberi judul
‘Pelaksanaan KEPPH oleh MA dan KY” ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu; 1.
Mahkamah Agung, 2. Komisi Yudisial, dan 3. Majelis Kehormatan Hakim.

BAB IV: Berisi pembahasan tentang fungsi KEPPH dalam upaya
perwujudan keadilan, yang akan memuat dua sub bab, yaitu; fungsi dan
kedudukan KEPPH dalam upaya perwujudan keadilan, dan sub berikutnya adalah
faktor penghambat penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karena substansi yang terkandung dalam KEPPH adalah dasar etika bagi
hakim yang prinsipnya adalah menjaga keadilan, kejujuran, sifat arif dan
bijaksana, kemandirian, integritas, tanggung jawab, harga diri, kedisiplinan,
kerendahan hati, serta profesionalitas, maka keberadaan KEPPH sudah sangat
jelas memiliki fungsi yang sangat besar dan penting, bahkan ternyata vital
dalam upaya perwujudan keadilan di negara yang berdasarkan atas hukum ini.
Fungsi yang dapat ditemukan adalah fungsi pengawasan yang kedudukannya
berada pada sistem etika moral. Selanjutnya terdapat pula fungsi sanksi yang
kedudukannya berada pada sistem hukum.
Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa KEPPH menjalankan dua
fungsi dan kedudukan secara bersamaan. Dalam kedudukannya sebagai
pedoman hakim, KEPPH menjalankan fungsi pengawasan. Sedangkan dalam
kedudukannya sebagai aturan hukum, KEPPH berfungsi memberikan sanksi.
Dari situ terlihat jelas bahwa antara sistem etika dan sistem hukum berbeda
namun seringkali digunakan bersamaan untuk mencapai kesejahteraan dan
keadilan dalam masyarakat.
KEPPH juga merupakan norma yang memiliki nilai-nilai objektif bagi
kehidupan hakim (luar kedinasan), sekaligus memberikan panduan bagi hakim

dalam memutus perkara (dalam kedinasan), sehingga keputusannya
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mengandung kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum
sebagai tujuan hukum itu sendiri.
. Hambatan penerapan KEPPH dalam mewujudkan keadilan hukum bagi
masyarakat, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
. Hambatan dari segi penerapan KEPPH yang berakibat adanya pelanggaran,
yaitu :
1) Hambatan internal, yang terdiri dari;
a) Kualitas pendidikan hakim,
b) Moral atau perilaku individu, dan
c) Kesejahteraan hakim.
2) Hambatan eksternal, yang terdiri dari;
a) Independensi kekuasaan kehakiman, dan
b) Kultur atau budaya hukum masyarakat.
. Hambatan dari segi dualisme pengawasan oleh KY dan MA, yang terjadi
diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap pengawasan perilaku berdisiplin
tinggi dan profesional, sebagaimana termuat pada KEPPH, yang dikaitkan

dengan pengawasan teknis yudisial.

. Saran-Saran

. Dari awal bisa dirumuskan konsep rekrutmen dan seleksi hakim yang mampu
memenuhi kebutuhan perkembangan zaman. Pada tahapan selanjutnya, bisa
dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas hakim.

. Pembentukan KEPPH agar diperhatikan kesesuaiannya dengan muatan isinya.

Tujuannya untuk memberi kejelasan dan ketertiban dalam segi tata hukum
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yang secara teori perundang-undangan tidak sesuai. Untuk itu KEPPH bisa
dimuat kembali ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bukan dalam
bentuk keputusan (SKB).

3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka peningkatan pemahaman
KEPPH terhadap hakim agar sering dilaksanakan guna memberikan motivasi
tentang nilai-nilai moral dan perilaku yang baik dalam rangka terwujudnya
penegakan hukum yang berkeadilan.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas hakim, harus terus dilakukan agar
hakim dapat memahami maksud dan tujuan hukum sehingga penerapan KEPPH
tidak akan mengalami hambatan. Dan bersama dengan itu, masyarakat dapat
merasakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum melalui

putusan hakim.
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LAMPIRAN :

e Terjemahan ayat Al-qur’an halaman 51, surat An-nisa (4) ayat 58;

“Sungguh Allah  menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran

kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

e Terjemahan ayat Al-qur’an halaman 51, surat An-nisa (4) ayat 135;

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika dia (terdakwa/pencari keadilan) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
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KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (&idak memihak), kompeten,
transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan
conditio sine gua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang
berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan
hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.
Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran
nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas
Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses
peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani,
memelihara  integritas, kecerdasan moral dan  meningkatkan
profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat
banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh
hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran
dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang
seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang
sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas
hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi,
sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi
Keadllan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ menunjukkan kewajiban
menegakkan  hukum,  kebenaran dan  keadilan itu  wajib
dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan
secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu
terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara /nternal dan
eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang
dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa
semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu

berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh



kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting
yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari
hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya
maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya
itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi
pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra,
candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus
senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam
sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang
Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.
Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip
kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah
laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketagwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan
penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan
kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran
martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan
konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas
yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum
dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang
senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh
para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu
terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang
melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan
saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa
keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya

kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan



atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi
harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau
perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau
perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran
martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran
martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan
azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah
yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan
sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan
(sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh
kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan
perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan
dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi
terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan
kepercayaan, atau ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan
pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang
berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat
menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium
nobile).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan
disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat
dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam
menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik
dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan
kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki
kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga
terikat dengan norma — norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku
dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin
terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula
pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku

penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi



tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan
keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan
kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian,
meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut
tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh
pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak
dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari
keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini,
Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan
masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan,
kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam
masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas
pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa
IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia
dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di
Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah
Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip
Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam
yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional,
maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara,
antara lain 7he Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya
Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006
tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007
tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman
Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang
mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui

kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang
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pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum,
serta unsur — unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan
memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh
Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :
(1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan
Bijjaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung
Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9)
Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan
Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad
Hoc.

2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-
badan peradilan.

3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang
bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas
pelanggaran.

4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.

5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat

ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.
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C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan
memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip
bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan
demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah
memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality
and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang
melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul
tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu

berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum
(1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan

menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan
imbalan.

(2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar
pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan
kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

(3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan
pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang
bersangkutan.

(4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak
yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan
saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi
hakim yang bersangkutan.

(5)Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang
menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan,
prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,

agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau
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mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar
kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak
yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan
maupun tindakan.

(6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada
semua pihak vyang terlibat proses persidangan untuk
menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam
butir (5).

(7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau
melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan
memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para
pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula
menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat,
penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk
pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

(8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan
tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

(9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan
atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan,
atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan
perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan

perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada
setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang
mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di
Pengadilan.

(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang
berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam
lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran

persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-



pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan

perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar

adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong

terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan

hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud

sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam

persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

2.1. Umum

(1)

(2)

Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari
perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan
tercela.

Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan
tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu
menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,
penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga
tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga

peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

(1)

Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah
suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota
keluarga Hakim lainnya,

untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan,
pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :

a. Advokat;

b. Penuntut;

c. Orang yang sedang diadili;



(2)

d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili;

e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili
atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang
bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut
dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk
mempengaruhi  Hakim dalam menjalankan tugas
peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah
yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan
diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim
dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian
yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan
tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar
keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan
lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak
melebihi Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah). Pemberian
tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana
dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi.
Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan
atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau
kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau
menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau
bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang
dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh
hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau
fungsinya dari :

a. Advokat ;

b. Penuntut ;

c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;

d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim
tersebut ;
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e. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang
diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim
yang bersangkutan.

yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk

mempengaruhi  hakim  dalam  menjalankan  tugas

peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi
Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk
kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik
kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut
tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim
yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan
(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang

diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua
Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi
Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah
menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum,

selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-
norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum,
norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memperhitungkan akibat dari tindakannya.
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Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang
berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap

hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :
3.1. Umum :

(1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

(2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi
hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib
menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau
sikap keberpihakan.

(3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga
hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang
berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan
dengan perkara tersebut.

(4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan
oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima
klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi
hukum tersebut.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib
terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

(6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk
kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

(7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya
dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait
dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

(8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para
hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili
kepentingan para hakim.

(9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang
tidak menggangu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain :
menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam

kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem
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hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait

dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

(1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat
yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu
berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan
tidak memihak.

(2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat
mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan
pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau
diputusnya maupun perkara lain.

(3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat
menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di
Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan
substansi perkara dari suatu perkara.

(4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel
dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk
kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan
kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi
peradilan secara umum vyang tidak berhubungan dengan
masalah substansi perkara tertentu.

(5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar,
kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau
putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

(6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar,
kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali
dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan
untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim

dalam perkara lain.
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3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

(1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan
berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya
pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi
peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut
tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam
membahas suatu perkara.

(2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota
organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum,
sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan
sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap
kemandirian Hakim.

(3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai
politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap
salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang
dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim
tersebut mendukung suatu partai politik.

(4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan
dan amal yang tidak mengurangi sikap netral
(ketidakberpihakan) Hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI
Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain,
bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh,
berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai

tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :
(1)Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan
bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang

bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
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(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan
lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang
berpotensi mengancam kemandirian (/ndependens/) Hakim dan
Badan Peradilan.

(3) Hakim waijib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap Badan Peradilan.

. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa,
jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya
terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau
norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani
menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan
mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran
dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara

terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :
5.1. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki
konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan
kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan
(reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun
tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak
dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang
bersangkutan.

5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik
langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang
sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat

Hakim tersebut menjabat.
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5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan
yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan
dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat
hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu
perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan
diajukan ke Pengadilan.

5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi
mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak
adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan,
memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi
atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu
perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang.

5.2. Konflik Kepentingan
5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki
hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota
lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang
menangani perkara tersebut.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim

itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan
pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang

menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan
(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah
mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera
dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan
tingkat yang lebih rendah.
(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah
menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara

atau dengan para pihak yang akan diadili, saat
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(3)

(4)

menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum
menjadi Hakim.

Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan
menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan
berada dalam posisi khusus yang dapat mempengarubhi
Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-
tugas peradilan.

Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu
pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau
partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah
aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai

politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

(1)

(2)

(3)

Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya
maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus
berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan
keuangan para anggota keluarganya.

Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai
Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota
keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan
menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan
berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh
keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim

tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan

salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang

berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Hakim dilarang menerima janiji, hadiah, hibah, pemberian,
pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat
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rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun
pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-
tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana
diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari
memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.
Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal
mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin
timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan
bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak
berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai
kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili

suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGIAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-

baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta

memiliki  keberanian untuk menanggung segala akibat atas

pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan
Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan
Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi
yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai
Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-

tugas peradilan.
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7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI
Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap
orang.
Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan
mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga
terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat

sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :
7.1. Umum
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga
Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7.2. Aktivitas Bisnis
(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi
usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya
tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan
hakim tersebut.
7.3. Aktivitas lain.
Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang
berhubungan dengan perkara.
7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai
layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota

keluarga atau teman sesama hakim yang tengah
menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator

dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan

yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam

undang-undang atau peraturan lain.
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7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator
atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi
anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan
jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan
mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan

pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan

terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan
pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun

setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI
Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah
yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah
serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di
dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak

menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta
melaksanakan tugas
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum
secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap
pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses
peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara

sederhana, cepat dan biaya ringan.
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8.3.Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim vyang ditunjuk, harus
mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan
merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim

yang memiliki konflik kepentingan

. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri,
jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau
membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain,
menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan
kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban

tugas.

Penerapan :

9.1. Pengabdian.
Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian
yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata
pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan
materi, melainkan sebuah amanat yang akan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang
Maha Esa.

9.2. Popularitas
Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan

tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan

dari siapapun juga.
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10. BERSIKAP PROFESIONAL
Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad

untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan,
yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan
dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang
senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga

tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab
administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat
pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan
yang lain secara professional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat
keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat
terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat
pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau para pihak

dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP
1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh
untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi
Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam
menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan

faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, vyaitu latar
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belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut
terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi
Yudisial RI.

4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil
putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.

5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian
sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau
Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis

Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 April 2009
KETUA KOMISI YUDISIAL KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
M. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum. DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
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